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BUPATI SAMBAS 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 

NOMOR 57 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA 

DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 20T 

• 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT SAMBAS, 

bahwa untuk menindaklanjuti ketentu Pead 96 Peraturan 

Pemerintah Noror 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Noror 6 Tahun 2014 tentan8 

Desa sebagairmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Norat 47 Tahu 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perh 

menetapla Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksana.an 

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas; 

Mengingat : L. Undang-Undang Nomar 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

vent owe s 1oho 1oss venue 

Pembentukan Daerah Tinglat [I di Kalimantan [Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tam bahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sec baga 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenmggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republike Indonesia 

Tahun 1999 Nomar 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 385l]; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 



Noroe 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendahara.an Negara (Lem.began Negara Republik Indonesa 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikK 

Indonesia Normor 4355l 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor b, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomof 

44001; 

6. Undang-Undang Normor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Repubik Indonesia Thu 2014 Nomor T, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495 

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I 

Norr 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Noror 5587) sebagaimana telah dua ka]i diubah, terakhif 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679%, 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahu 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahu 2005 Noror 140, Tambahan Lem baran 

Negara Republik Indonesia Noror 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Noror 43 Tahu 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norr 5539 sebegairman.a telah diubah denga 

Peraturan Pererintah Noor 47 Tahu 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Thur 2014 

tentang Peraturaw Pelak.sanaan Undang Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Noror 5717); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 

Noror 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558] sebagaimana telah dua kahi diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pererintah Noror 8 Tahu 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6O 

Tahu 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Normor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864] 

IL.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteni Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentan8 

Perubahan Kedua Atag Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomnor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310; 

12. Peraturan Menteri Dalam iegeni Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokoke Pengelolaan Keuangan Daera.h 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor ; 

14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah 
diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 
Tat 2016 tentang Perubahan Kedua Ata Peraturan Bu pati 
Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 

2016 Norr 13) 



MEMUT'USKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMBAS 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bu pati ini yang dimaksud dengan: 

t Daerah adalah Kabupaten Sambas 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pererintah Daerah dan Dewan Perwakila Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prin.sip otonomi seluas luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
se bagaimana diraksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 
3. Pererintah Daerah adalah Bupati da Peranglat Daera.h sebagai unsur 

penyelerggara pemerintahan daerah 
4. Bupati adalah Bupati Sambas 

5. Camat adalah Carat di Kabupaten Sambas 
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

asyaura.kat setempat, berdasark.an aseal sul dan adat istiadat setem pat 

yang diakeui dan dihormati dalarm sister Pemerintahan Negara Republik 

Indonesia dan berada di Kabupaten Sambas 

7 pererintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Blada Permusyawaratan Des dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdas.ark.an asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati daam system 

Pererinta han Negara esat uan Republik Indonesia 

8. Pererintah Desa adalah kKepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa 

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sambas 
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya 
1I Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Des.a 

12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Pelak.sane Tekenis dan 

Kepala Dusun. 



13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
Pererintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 

14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh 
BPD bersama Kepala Desa 

15. Peraturan Kepala Desa adalah Peratuan Perundang-undangan yang 
diteta pkan oleh Kepala Des yang bersifat mengatur dalam rangka 
melaksahakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang 
lebih ting8 

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 
penyelenggaraan Pemnerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewapi ban desa terse but. 

17 Anggaran Pedlar patan daen Belaja Desa yang selanjutnya disingkat 
APBDea, adala.h rencana keuangan tahunan Pererintahaun Desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Des.a, dan ditetaplan dengan Peraturan Des.a 

18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian 10% ( 
sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota 
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana 
alokasi khusus 

19.Bendahara Desa adalah perangkat desa dari unsur staf pada sekretariat 
Desa yang ditunjuk oleh kKepala Desa untuk menerima, menyirpa 
menyetorkan, menatausaha.kan, 
men pertanggingiawab.kan keuangan desa dalam rang.ka pelaksanaan 
APBDeSa 

20. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu 
kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. 

BAB II 

MAKSUD DAN TU.JUAN 

Pasal 2 

ADD imaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerinta.han des.a, 
pelaksanaan per bangunan, pembinaan kemasyaura.katan, dan pemberdaya.an 
masyaura.kat desa sesuai de.ngan kewenacngan ha.k asal-usual dan kewenangan 
berskala lokal Desa 



Tujuan ADD adalah 
« es«tea +esaa am""" a at bes an 

mengembangkan potensi ekonori sosial dan budarya sesuai dengan 

kewenangan hak asad-usul dan lokcal Desa 

b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi 

masyarakat Desa, 

c. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 

d. meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar perdesaan, 

e. meningkatkan pengarala nilai-ilai keagamaan dan sosial budaya; 

f. meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak; 

g meningkatkan kreatifitas perempuan dalam meningkatkan keualitas hid up 

Peretpuan 
h. meningkatkan keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, 

i. meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat desa dalam rangka 

peningkatan [ndelee Pembangunan Manusia melalui pengembangan 

kegiatan pendidikan, kesehatan, sosia budaya dan ekonomi masyara.at, 

j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarak.at, 

k. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan des, 

l. meningkatkan partisipasi masyaalat dadamn per bangunan, 

mn. meningkatkan kemampuan dan profesionalismne aparatur pemerintah.an 

desa dalam rang.a pelaksahaan Reformasi Birolrasi; dan 

n. meningkatkan kemampuan dan daya sang produk serta usaha ekonomi 

masyarakat perdesaan; dan 

o. Menyelaraskan dengan program dan kegiatan pada RPJM Nasional, RP.JMD 

tingkat Provinsi dan Kabupaten 

BAB III 

PRINSIP PELAKSANAAN ADD 

Pasal 

(I)Pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pengelolaan keuangan desa dala AP9De. 

(2 ADD dilaksanaka berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, 

tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secaura hemat, 

cermat, terarah dan terkendali. 



(3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan 

dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyanal.a 

dalam musyawarah desa serta mergacu pad.a prioritas pem bangunan yang 

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM 

Desa) dan Rencana Kerja Pererintah Desa (RKP Desa) 

(4 Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungiawabkan secara administratif, 

teknis, dan hukum 
BAB IV 

PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN ADD 

Pa.sal 5 

(l)Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setiap tahun anggaran 

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (l paling sedikeit 10% (sepuluh 

perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah setela.h dikurang dana alokasi 

khusus 
(3 ADD dialokasikan menurut asas merata dan adil 

(4)Asas merata adalah besaran bagian ADD Merata (ADDM] yang dibagila.n 

sama untuk setap desa. 

(5) Asas adil adalah besaran bagin ADD Proporional (ADD' yang dihitu 

berdasarkan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, 

dan tingkat kesulitan geografis 

(6] Sumber Data yang dipakai untuk penghitungan ADDP bera.sal dari Bad.an 

Pusat Statistik 

(7)Dalam hal data yang diperlukan tidak tersedia di BPS, Bupati dapat 

menetaplan data dari instansi terkait dengan Keputusan Bupati 

(8) Dalam hal data terlambat atau tidak disampaikan oleh Instansi terkait, 

penghitungan rincian ADD setiap Desa menggunakan data yang digunakan 

dalam perhitungan Dana Desa setiap Desa yang dikeluarkan oleh 

Kementerian yang berwenag 

Pasal 6 

()Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara 
a. Pagu ADD Kabupaten 90% untuk ADDM; 
b. Pagu ADD Kabupaten 10% untuk ADDP; dan 

e. ADD setiap Desae ADDM + [(ADDP (25% persentase jumlah 

penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di 



Kabu paten) + (10% persentage lua wilay.ah desa yang bersangkutan 

terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten + (30% rumah tan. 
iskin desa yang bersangkutan terhadap total jumlah rumah tang8a 

miskin di Kabupaten)y 30% angka koefisien tingkat kesulitan geografis] 

(2 Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat th 

sebagaimana tercantum dalam Lampira I Peraturn Bu pati lni. 
BAB V 

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD 

Pasal 7 

(I)Penyaluran ADD dilakeukan dengan cara permindahbukuan dari Rekening 

Kas Daerah e Rekening Kas Desa 

(2) Pelaksanaan, Penggunaan, Pertaggungiawaban dan Pelaporan ADD 

terintegrasi dengan Pengelolaa Keuangan Desa yang diatur dala 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 8 

ADD dipergunakan untuk pengeluaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran ll yang merupakan bagian tidak terpisahlean dari Peraturan Bu pat 

BAB VI 
PEMBTNAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 

(I)Pemerintah Daerah dan Carat wajilb membina dan mengawast 

pelaksanaan/ pengelolaan ADD 

(2) Pembina.an dan pengawasa Pererintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) dilakukan oleh Tim Fasilitasi APBDesa Kabupaten dan Tm 

Pendamping A9BDesa Kecarat.an 

(3 Pembinaan dan pengawa.san sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliput 

a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksana.an APBDesa, 

b. merberikan bimbingan tekenis dan pelatihan pengelolaan keuangan desa 

mhencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa srta pelaksana.au 

dan pertanggungiawaban APBDe8a, 

c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa, d.a.n 

d. memberikan pedoman dan bimbingan tekenis administrasi keuangan 

des.a 



(4) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (I 

meliputi: 
a. memfasilitasi administrasi keuangan desa; 

b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaa 

aset /kekayaan desa, 

e. memfasilitasi pelaksanaan APBDega, dan 

d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa mencakup perencanaan 

dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan dan pertanggungiawaban 

APBDeSa 

Pasal IO 

(I)Desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam 

Pesa 7 ikeenai sanksi penundaan pencairan ADD 

(2) Dalam hal pertanggungiawaban ADD tidak disampaikan oleh Desa hingga 

batas akhir periode pencairan, maka ADD tahap berikutnya bagi Desa yang 

bersangkutan tidak disalurkan. 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal I 

(l Penyediaan Jarinan Kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa serta 

Anggot BPD, ±aka Jarinan Kesehatan melalui dana ADD dalam A9BDe8a 

dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka 

penyelesaiannya dilakukan secara berienjang mulai dai Pemerintahan 

Desa, Tim Pendarping APBDes ecamatan hingga Tim Fas~litasi AP8Des 

Kabu paten 
(3) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2] tidak dapat 

diselesaikan oleh in Fasilitasi APBDes Kabupaten, maka Bu pati 
memberikan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat 



Pasal 12 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, mala Peraturan Bupati Sambas 
Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Des.a 

(Berita Dacrah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 56) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 13 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tang8al I Januani 2017, 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas 

Ditetaplan di Sambas 

pada tanggal 29 Desember 2016 

BUPATT SAMBAS, 

Ttd 
ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundagkaon di Sambers 
Pada tanggal 29 Desember 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

JAMIAT AKADOL 
ERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 20I6 NOMOR 5 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN PERI IDANG-UNDANGAN 

MARIANIS 
Pembina (IV/a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 



LAMPMRAN PERATURAN BUPATT SAMBAS 
NOMOR S7 AHUN 20I6 
TANGGAL, 29 DE.SEMBER 2016 
TENTANG PEDOAN PELAKSANAAN ALOKAST 

DANA DESA Dl ABU'PATEN SAMBAS 
TAHUN ANGGARAN 20T 

ALOKASI PAGU ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 

a Aloi D% Des.a 
e 0. .6. 0- 0.. 4e fo • pp. 

(1 2 3l 0 (6/ 

' $AMAS 
465.9679$$,00 

2 
473.233.530,00 

3 
455.37417.00 

• 449414569,00 

5 
439.938 626.00 

• 44$969.882.00 

' 
473.600.801,00 

$ $44845 
440.4\8 099,00 

$ A8A$ uMUM4NGGS 438 355.993.00 

10 $4MAS AN0NG AMAR 
447$31.166,00 

" $AMA $e84YAN 
47.056.359.00 

TA$.A 
500.462.370.00 
461.603 477,00 
494399.9%8,00 
490.7$0.656,00 
494.0645,00 

$UM8 HARA AN 
474.276.352.,00 

£ANAL 
449.969.049,00 

tu ERAMAT $0NG0/ 466.621163,00 

20 TELUK KER.AMAT $4A 484224.421,00 

2 ELK KERAMAT IRMA40AN 472631.737.00 

22 ELK KERA.AMAT pt0A.bA 452.729.115,00 

23 TELUK KE#AMAT LELA 
465.810.813.,00 

2 fEKKERAMAT NGAN 45$.244.880.00 

25 EuU Kt8AMAT 8£Ru/MANG 
461.348 913,00 

26 ILK KERAMAT $u.NGA BAU 468.657.61,00 

2 TELUK KER.AMAT 
47$946.89.8,00 

2 tux KERA.MAT 
461735.631,00 
445.864 028.00 

Lu KERAMAT 45$2.795.248,00 
460.384.010,00 

LUK KERAMAT 
460.766.048,00 

LU #AAT 4$4449.84,00 
456.88.911,00 
451674.943,00 
46.151842.00 

LUKE#AMAT 461.436. 81.00 
482697.588,00 

fA0UNG KEOCUT 464 239212.00 

LU RAAT $e84GU 450.204.018,00 

M£KAM SUN UM 475.179.906.00 

AA ANG.ALAN 4403889,00 461.443.8$3,00 

$ANG 42403895.00 452.587.014.00 

• A .80.%A. $00.713.889,00 

45 1Aw LAM 468 407015,0 

6 AWA 0M 487410.110.00 

4 4AA 8uR0NG URA 465.851.681,00 

48 AWA $A8A4NG0NGK.LAA 459.979.828.00 

49 AwA u#AN 48682 303,00 

$0 AWA PAT STA 472.79.349,00 

1 A'NAN 84AU 474.699291,00 

52 WAN $u.NGA 0nH 71351117,00 

53 AWA £NTE8ANG $03.218.154,00 

$4 4W4 DUNGAN LAT 467311989.00 



$.5 0A 424038895,00 460.727.225,00 

$6 140A 440$s.00 459.114.832.00 
$7 rt8As 491.316 218,00 
$.8 TE8AS 513282617,00 
$9 E8AS 66.226 892.,00 
60 ft8A$ 451.$92 393,00 
61 e8AS 7$.867 112.00 
62 e8AS 4$$.859.382.00 
6 TE8AS 468671.561,00 
64 rt8As 467.545.097,00 
65 TE8AS 471.401.313,00 
66 TE8AS 467.$98.005,00 
6 TE8AS Ge0ONG 4$9.453.756.00 
68 tE8AS 459.513 127,00 
69 t8As uUN UL 461.389.849,00 

• TE8AS 476.151526,00 

" r8As 465.801.750,00 

" EA$ 499759.904,00 
3 E8AS 458.074 457,00 

" re&A Bu»IT 5GOER 46$.628.370,00 
7 TE8AS MA7ANGLA0NG 484178.235.00 
76 A$ 4ACTA.NGG.UK 452679.96L.00 
¥ S£GA#AU PART 472.180.267,00 

464 341865.00 
As 41.$86.681.00 

$73$39.736.00 
4e $21479.02$.00 . 

82 £MANGAT 440889.0.0 $47973.46$,00 
8. £MANGAT 42403895,00 491.091.873.,00 
84 EMA.NG.AT 424.03886.00 486.092.736.00 
85 P(MANGAT 42403895,00 44$.773.486,00 
86 £MANGAT 424.03889.00 450.969.366,00 

44lg 445 000.692.00 . 
424038895,00 460.487.370,00 

£NA.ALAN 456.888.663,00 
$0Ku/0UK 463.402469.0 
get 462864.908.00 

SEANG&UN A8TRAM 464250.414,00 
$6ANGUNG ANUS 463761 118.00 
SEANG.KUNG RGI LAND 44.495.464,00 

96 $4ANG&uN $(DOAN 490.996279.00 
96 0I4NGK/NG £NUU 476.238.628.00 
9 SEANGKUN Gut 4681915$33.00 
98 $ANGKUNG $MANG.GA 497.578.388,00 
99 SEANG&UNG $4AN 460.099.525,00 

100 $££LAG8A.# 01.242293.00 
0NG 0MUN 481.195.973,00 
0NG USA 479$07544.0% 

LA.GA. 0NG or 479.24$.720,00 
KUALA 47$.839579.00 

SELAKAU PART BA 515.017656.00 
106 $ELGA wNA 4831.043520,00 
10 $£LAKAU BENTUNA 491.516. 170.00 
108 $/LAU 4GALAN8MAN 499.706.736,00 
109 $ELAAU 2.787301.00 
1Io SELA0A 47$.864.066,00 
11t PON 572641.018,00 
12 ALOH 
11# PALO 
11 AON 4/$.337.625.00 
11s PAO4 
116 A0i 463573.451,00 
11 ALON 450137.646,00 
LI8 PAL0 466.750.050,00 
1I9 $4NGAN BSA 290 456.389.193.,00 
120 $A/NGAN BSA# 4048 464 521 188,00 
121 $A1NGA.NBA# 424038895,00 4696.2 471000.9/58.,00 
2 $AINA.NBSA# 424.038.895,00 473.866.082.00 



$ANGAN8£A. $uNGA 84NG 
481 737.704,00 

$u8A4 $AA G6AR 
463.735.215,00 

$0844 $0NG$AA 
451934.823,00 

$084H MA0AK 
4$9.3624$7,00 

$044 $A0NG 
452245.798,00 

$u8AH Te8uA LOK 
480184.960,00 

u/4l $UNG D€DEN 
457.678.330.00 

$044 $uIT UY 
452196.663,00 

131 Su4 Much4ARA 
4$0.432.64$,00 

132 $u844 $0UN 
448$79.132,00 

13 $u8AH 
461954.147,00 

14 $u8AH 
490.$12.746,00 

135 GALNG 
473.177782.00 

16 GANG 0NG ALAN 
458.960.752,00 

13 GALING GANG 
460.766.326,00 

138 GA.0NG AANUMA 
461.402.781.,00 

139 GAUNG MA.AN HUA.U 
480.090.163.00 

140 GANG Ar $00A 
456.570.004.,00 

GA.LING KEM8ANG 
468.367.481,00 

NG r#GAU 
464.039764,00 

LUK PAN0AN 
46.160.492,00 
462759.603,00 

A8ANG 
461167.846,0% 
473.418796,00 

10A.RANG CEPALA 
46.037 .040,00 

KAAN6 $4/4MM 
478.078.802.00 

AM$AA.N 
463412.236.00 

p&A.A.NG £MADAN 
492424 064.00 

151 EKARANG 
464742586,00 
48.840.508.00 
492.900.566.00 
485.216.811,00 

ADU 
472.961281.00 

$e0NG 
479.584.254.00 

RA. 
464641 780,00 

TENGGU 
481.$44.888,00 

@KA AYA 
$20.806 347,00 

8RNGN 
48314$ 771,00 

#ANA0 40ANG 
447.872.951,00 
469.034,484,00 
467.222.545,00 
471731245.00 
462.209.51,00 
465.5$04959,00 
4$9993289,00 

424.038895.00 465 240.212.00 

169 AA $LA TAN 424.0938.895,00 464.$23.962,00 

170 SLAA.N 424 003889.,00 74.43128,00 

f WAN SELA TAN 42403889.00 456.702530,00 

"' WA SELA AN 
449.33,$02.00 

17 Aw SELA AN 
454068.14.2,00 

174 JAW SAA.N 
458.723.781,00 

17% wA! SELA AN 
461 132.027.00 

176 AW!$ELA TAN 
459.324 739,00 

"' AGAA 
464147103.0 

178 ANAMAN 424038899.0.0 494.9.48 235,00 

19 ANA8AN MERAUAN 424038895,00 454.803.363,00 

180 ANGAAN MA A 424.03889,00 468.734.237,00 

18 ANGARA.N t#AT 64.372046,00 

182 ANGARAN PANCU 
474.288.66,00 

a8 ANGA.AN Au A.RA 473.160.987,00 

ANGA8AN A0NGA(DAG 457271.604.,00 
$00.179.9079,00 
490.28 141,00 
482611.644,00 

$ALA7GA 
476.754.499,00 

189 $AA7GA 
$09.301241.00 

190 $£LAA UR 471308.152.00 
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 57 TAHUN 2016 
TANOGAL 29 DESEMBER 2016 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI 

DANA DESA DI KABUPATEN 
SAMBAS TAHUN 2017 

PENGGUNAAN ADD 

Penggunaan Alokasi Dana desa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan Slla Priorita 

berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang tertuang dalam KP Dess dan dianggarkan 

pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa]. Penggunaan ADD terse but 

mencakup 
• Pembayaran penghasilan tetap (SILTAP kepala Desa dan perangkat Desa yang 

besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

Ketentuan dalam pembayaran SIL.TAP antara lain 
a. Penghasilan tetap dibenikan setiap bulan selama l (satu) tahun anggaran, 

b. Kepala Desa, Perangkat Dess dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS 

tidak diberikan penghasilan tetap% 
e. Rincian persentase besaran penghaslan tetap sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku; 
d. Keputusan Bupati tentang besaran penghasilan tetap ditetapkan setiap tahun 

dengan memperhatikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK], 

kerampuan keuangan Desa, dan kelayakan secara ekonor,dan 

e. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Pt dalam jabatan lain 

hanya dapat menerima salah satu penghaslan tetap dari jabatan yang 

dipegangnya 
2. Pemberian tunjangan kKepala Dess, Perangkat Desa, dan BPD yang besarannya 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan ketentuan antara lain 
a. Tunjangan diberikan setiap bulan selama l (satu) tahun anggaran; 

b. Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat epala Desa dan Anggota BPD yang 

berstatus pNS diberikan tunjangan; 
c. Rincian besaran tunjangan sesuai dengan beban tugas dan kompleksitas 

jabatanditetapkan setiap tahun anggaran; 
d. Perangkat Desa dan anggota BPD yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Pit) 

dalamn jabatan lain hanya dapat menerima salah satu tunjangan dan jabatan 

terse but dan diperbole hkan merihih nilai nominal yang le bih besar 

3. Operasion.al Pemerintah Desa, yang dikelola oleh Sekretariat Desa meliputi 

a. alat tuhis Kantor; 

b. benda pos, 



c. bahan/material; 

d. perelihara.an, 

e. cetak/penggandaan; 

f. sewakantor desa, 

g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor, 

h. makanan dan minuman rapaG, 

i. palaian dinas dan atributnya, 

j. perjalanan dinas; dan 

k. belanja operasional lain sesuai kebutuhan Desa 

4. Operasional BPD, yang dikelola oleh Sekcretariat Desa sesuai dengan daftar 

kebutuhan yang disusun oleh BPD meliputi 

a. alat tulis kantor; 

b. cetak/penggandaan, 
c. makanan dan minuman rapat; 

d. uang sidang BPD; 

e. perjalanan dinas; dan 

f. belanja operasional lain sesuai kebutuha PD 
5. Insentif ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga, yang dimaksudkan sebaga 

biaya operasional sehari-hari bag Ketua RW dan Ketua RT Ditetapkan setiap 

tahun anggaran dengan Keputusan Bu pati. 

6. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi 

a. penetapan dan penegasan batas Desa 

b. pendataan Desa, 

c penyusunan tata ruang Desa; 
d. fasilitasi dan penatalaksanaan administrasi desa, 

e. fasilitasi penatausahaa dan pengelolaan keuangan desa; 

f fasilitasi Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Pemerintaha Desa, 

g. penyelenggaraan pembinaan aparatur desa, 

h. penyelenggaraan musyawarah Desa, 

i. pengelolaan informasi Desa; 

j. penyelenggaraan perencanaa Desa, 

k. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; 

l penyelenggaraan kerjasama antar Desa, 
m. pembangunan sarana dan prasaran.a kantor Desa, d.an 

n. kegiatan lainnya sesua kondis Desa 

7. Kegiatan pembangunan, yang meliputi 



a. pembangunan, pemanfaatan dan perelihara.an infrasruktur dan lingk ungan 

Desa antara lain 

tambatan perahu, 

2. jalan perukiran, 
3. jalan Des.a auntar perukiman ke wilayah pertanian; 

4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa, 

6. bedah rumah tidak layak huni; 

7. rumah ibadah; dan 
8. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa 

b. pembangunan, pemanfaat.an dan perehihara.an saran.a darn prasaran.a 

kesehatan antara lain 

air bersih berskala Desa; 

2sanitasi lingkungan; 

3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, poskesdes, polindes; dan 
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesua kondisi Desa 

c. pem bangunan, pemanfaatan dan pemehi hara.an saran.a dan prasaran.a 

pendidikan dan kebudayaan antara lain 

I. taman bacan masyaura..at; 
2. pendidikan anak sia dini; 

3. balai pelatihan /kegiatan belajar masyara.kat; 
4. penguatan permodalan kepada Kelompok UMKM/ Kelompok usaha Ekonorm 

Potensial lainnya 
5. pengembangan dan permbinaan sanggar seni; dan 
6. saran.a dan prasaran.a pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa 

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfa.atan dan 

pemehihara.an saran.a dan prasaran.a ekomnomi aunt.aura lain 

I. kios dan pasar Desa; 

2. pembentukan dan pengembangan BUM Des.a, 
3. penguatan permodalan BUM De8a, 

4. pembibitan tanaman pagan, 
5. penggilingan padi; 

6. lumbung Desa; 

7 pembukaan lahan pertanian; 
8. pengeiolaan tsaha hutan Desa, 

9. kolam ikan dan pembenihan ikan; 

10.kapal penangkap ikan; 



I.cold storage (gudang pendingin), 

12.tempat pelelangan ikan; 
13.tambak garam; 
4.kandang ternak; 

15.instalasi bi0gas, 

I6.mesin pakan ternak; 

7.saran.a dan prasarana ekonomi lainnya sesuad kondisi Desa 

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain 

penghijauan; 
2. pembuatan terasering; 

3. pemeliharaan hutan bakau; 
4. perlindungan mata at; 

5. pembersihan daerah aliran sungal, 
6. perlindungan terumbu karang an 

• kegiatanlainnya sesuai kondisi Desa 

8. Kegiatan Pembina.an Kemasyarakatan antara lain 
a. perbinasacn lermbaga kerasa.rale tau (PKK, LPM, Karacng Ta.run_ RTRW, dan lembaga 

kemasyaraka tan lain.ya) 

b. penyelenggaraan ketentram.an dun ketertian, 

c. pembinaan kepata Peragku Agaura di Dee, 

d. pembinaan kerukuna utat beraga.a, 

e. pengadaan saaa dan prasaraa olah raga, 

f. pembinaaan lembeoga ad.at; 

g faslitasi legiatan di bidang Keseha tan, 

h. fasilitasi kegiatan lembaga kerasvaraka tan 

i perbinaan kesenia, ola hrag danseoesia budaya rasyaraat; da.n 

j. kegiatan lain sesuadi kondii Des 

9. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang mehipout 

a, pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; 

b. pelatihan teknologi tepat guna, 

c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan 

Badan Perusyawaratan Desa, 
d. peningkatan kapasitas ma.syaura.k.at, ant.aura lain 

I. kader pemberdayaan masyarakat Des, 

2.kelompok usaha ekonomi produktif ; 

3. kelompok perempuan, 

4. kelompok tan, 



5. kelompok masyarakat miskin, 

6. kelompok nelayan, 

7 elompok pengrajin, 
8. kelompok pererhati dan perlindugan anak, 
9. kelompok peruda; dan 

0. kelompok lain sesuai kondisi Desa 

10. Hal Hal Lainnya 

a. Dalam rangka mendukung peningkata 1PM Kabupaten Sambas khususnyd 

pada Bidang Kesehatan, maka Kepala Desa masih wajib mengang.8araaM 

Insentif Bagi Kader Posyandu dan Operasional Pokjanal Posyandu Desa serta 

pada Bidang Pendidikan khususnya yaitu PAUD 

b. Dalam rangka peningkatan menampung seluruh kegiatan di Bidang 

Ekonomi dan/ atau Pelayana U'mum yang dikelola oleh Desa, Kepala Desa 

dapat menganggarkan pendirian/ penyertaan modal BuMDesa melalui ADD 

atau DD. Bagi Desa yang akan membentuk BUMDesa, Unit Usaha Simpan 

injam, besaran penyertaan modal harus mengikquti ketentuan Undang- 

Undang Nomor I Tahun 2013 tentang Lembaga euangan Miro (LKMI. 

e. Dalam rangka untuk mengurangi kasus kekerase terhadap perempuan dan 

anak, maka Kepala Desa dapat menganggarkan untuk' 

a. Pembiayaan insentif untuk petugas P2TP2A 
b. Peningkatan kapasitas/ pelatihan bagi kAder Satgas Desa dalam 

melaksanakan tugas 

c. Menyiapkan ruan@an atau rumah aman untuk menampung korban 

Kepala Desa diharapkan untuke berkoordinasi dengan SKPD teknis yang 

menangauni kasus kekerasan. 
d. Dalam rangka mendukung Gerakan Sayang lbu (0SI] meningkatkan derajat 

kesehatan [bu dan Anak maka epala Desa diharaplan untuk mend ukung 

melalu# APBDesa dengan menganggarkan Peningkatan Kapasitas bagi kader 

Satgas, Biarya Operasioanl dan Insentif kader Satgas sesuai dengan 

kerampuan keuangan Dess. Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan SKPD 

teknis yang menangani GSl 
e. Dalam rangka mendukung gerakan perempuan tangguh Pedesaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas perempuan dalam peningkatan 

kualitas hidup Perempuan, maka Kepala Desa diharapkan untuk 

mendukung melalui APBDesa dengan menganggarkan Sosialisasi dan/ atau 

Pelatiha Keterampilan bagi kelorpok perempuan serat memberikan 

bantuan modal usaha bagi Kelompok Perempuan. Kepala Desa dapat 



berkoordinasi denga SD tekenis yang menangani gerakan perempuan 

tangguh Pedesaan 
f. Dalam rangka mendulung program Keluarga Berencana yang bertujuan 

untuk meningkatkan keualitas hidup masyaralat di tingkat lampung, ma.a 

diharapkan Kepala Desa untuke mendukung pembiaya.an operasional 

Kampung KB untuk pembentukan dan perbinaan di tingkt R'W da Dusun 

serta menganggarkan Pengembangan Kapasitas bagi Tim Kampung KB Desa 

Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan SKPD teknis yang menangan 

program Keluarga Berencana 

g Dalam rangka meningkatkeen Pelayanan Prima kepada Masyarakat, makd 

Kepala Desa untuk dapat menganggarkan kegiatan yang dapat mend ukung 

pelayanan kepada masyarakat, misalnya menciptakan ruang pelayanan yang 

kondusif bagi masyarakat 
h. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat (STBM, mnaka Kepala Desa menganggarkan egiatan untuk 

mendukung program terse but, yaitu 
a. Stop Buang Air Besar Sembarangan, misalnya dengan membantu 

pembangunae WC bagsi keluarga yang tidak mampu ata 

Pembangunan we Umun; 
b. Cuei Tangan Pakai Sabun, misalnya dengan sosialisasi (poster, 

pamflet, dl; 
c. Pengelolaan Air Mimum dan makanan Rumah Tangga, misalnya 

membangun PAH dan surur Bor, 

d. Pengamanan Sampah Ruma.h Tangga, misalnya membuat tem pat 

pembuangan sampah yang jauh dari pemukiman; dan 

e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga, misalnya membuat saluran 

pembuangan yang lancar 

i. Dalam rangka mendukung perutakhiran data kependudukan dan akta 

kelahiran anak, maka diharapkan Kepala Desa dapat menganggarkan 

egatan yang mend ukung egiatan terse but, misalnya osialisasi dan/ atau 

promosi pentingya permutak hiran data kependudukan dan akta kela hiran 

anak 

j. Dalam rangka menekau kenakalan remaja diharapkan Kepala Desa dapat 
membuat egatan dan membuat wadah/ tempat serta kegiatan-ega tan 
yang positif yang sesuai dengan hobi yang diminati remaja pada umumnya 

k. Dalam rangka meningkatkan pemahara.n aparat deta dan masyaura..at 

dalarm proses periainan, pelayanan periinan dan penanamnan modal mala 

diharapkan Kepala Desa dapat menganggarkan kegiatan Sosialisasi dan 



4. Belanja perlengkapan permungutan suara (alat coblos, bantalan, tint8, 

tanda pengenal dll] 
5. Belanja makanan dan minuman kegiatan; 

6. Belanja lainnya yang menunjang pelaksanaan pemungutan suara. 

7 Belanja Palaia Dinas Upacara Besar Kepala Desa 

u. Penganggaran lainnya disesuaikan dengan Peraturan dan Perundang- 

undangan serta melihat prioritas penggunaan pendapatan Desa yang 

diusulka olch masyarakat dan rancangae A9BDes yang telah disepakat 

oleh BPD. 

Kegiatan perencanaan, penata usahaan, pertanggung jawaban, pelaporan 

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana ADD diselenggaraka menurut 

ketentuan pengelolaan keuangan yang berlakcu 
BUPAT SAMBAS, 
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